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Analisis tentang Mekanisme Pasar
dan Peran Pemerintah dalam
Kajian Ekonomi Makro Indonesia

Priyono
Rahayu Pudji Suci

Abstract: In respect to the relation of market mechanism and govern-
ment roles in macro economy, we will certainly come to John Maynard
Keynes's theory stating that, “economy when it is ‘down’ cannot be
recovered by the market mechanism, but there must be an external for-
ce intervening, in this case government, to strengthen and improve
aggregate demand. Keynes believes also that the governmeant plays role
in combating inflation rate and unemployment, and that monetary and
fiscal policies must be used for managing macro economy. Neverthe-
less, the occurrence of stagflation had proved that Keynes' theory was
powerless in handling with the problems of macro economy. Stagfla-
tion was featured with the high prices in concomitant with the increase
of unemployment rate. What happened in Indonesia?

Key words : market mechanism, government, macro economy.

Isu kebijakan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM), membuat masyarakat dan pasar menjadi gerah. Ancang-ancang pa-
sar untuk menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok mulai bergema.
Kenaikkan BBM, yang diperkirakan akan naik 40% (Republika, 01 Desem-
ber 2004:1), tentu saja akan berakibat naiknya harga sejumlah barang kebu-
tuhan pokok di pasaran dan tarif angkutan umum. Jasa angkutan umum, se-
lain menjadi alat transportasi rakyat kecil juga sebagai alat pengangkut ba-
rang-barang kebutuhan pokok tersebut,

Dalam permasalahan kebijakan ekonomi, selalu ada peran pemerintah
di dalam mempengaruhi pasar, yaitu apabila pasar menunjukkan kegagalan
dalam mengendalikan harga, terjadi “spill over” (pelampauan atau pelonjak-
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harga) yang bisa merugikan masyarakat. Kadang-kadang pemerintah ter-
paksa mengambil kebijakan yang tidak populis karena tidak punya pilihan
lain. Wapres memperkirakan kenaikan akan terjadi pada awal 2005 yang
bisa saja mencapai 40% dari harga sekarang (Republika, 01 Desember 2004:
1). Selanjutnya, Wapres beralasan subsidi BBM dari'Rp. 70 Triliun menjadi
Rp. 25 Triliun pada 2005. Di APBN 2004, subsidi BBM hingga 23 Nopem-
ber 2004 mencapai Rp. 46 Triliun atau 77,8% dari target sebesar Rp. 59.2
Triliun. Sedangkan asumsi harga minyak mentah diperkirakan akan naik da-
ri 36 dolar AS per barel menjadi 37,6 dolar AS per barel. Sebetulnya presen-
tase kenaikan akan dicabut atau diturunkan jumlahnya.

Sedangkan pengurangan subsidi BBM itu tergantung pada asumsi har-
ga minyak mentah dunia yang dipakai oleh pemerintah. Saat ini Indonesia
mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang BBM dalam nege-
ri. Indonesia, di samping mengimpor BBM untuk memenuhi konsumsi da-
lam negeri yang terus meningkat. Dengan demikian, kenaikan harga minyak
mentah mengakibatkan dana subsidi BBM membengkak.

Posisi Indonesia sekarang yang berubah dari negara net cksportir mi-
nyak menjadi net importir minyak, kenaikan lonjakan harga minyak dunia
membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam RAPBN 2005, Pada tahun
1997 produksi minyak mentah Indonesia pernah mencapai hampir 1.7 juta
barel per hari, tertinggi sepanjang sejarah perminyakan Indonesia (Sanusi,
2004:5). Kenyataan sekarang impor BBM untuk memenuhi kebutuhan kon-
sumsi dalam negeri terus meningkat. Jika harga minyak dunia tahun 2005
akan terus di atas prediksi 37,63 atau di atas 40 dolar AS per barel, sedang-
kan harga minyak per barel dalam RAPBN 2005 dipatok hanya 24 dolar AS.
maka jika harga BBM tidak dinaikkan dan berbagai anggaran belanja negara
tidak disusutkan, defisit anggaran pasti melonjak. Ini adalah tantangan berat
bagi pemerintahan baru sekarang ini. Jika tidak ada windfallprofit (laba yang
tak terduga, yang terjadi dengan tiba-tiba akibat suatu kejadian yang tidak
dikendalikan oleh orang atau perusahaan yang menarik keuntungan dari ke-
jadian kenaikan BBM) maka rasanya pesimis harga minyak dunia bisa
mencapai 24 dolar AS.

Kasus penetapan harga BBM ini merupakan contoh adanya intervensi
pemerintah terhadap harga pasar. Intervensi pemerintah dibolehkan selama
kondisi memungkinkan Pemerintah kadang-kadang menetapkan suatu harga
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maksimum atau upah minimum melalui undang-undang yang dikcluarkan-
nya. Subsidi BBM merupakan suatu cara untuk mengatasi keadaan, dimana
ditempuh mekanisme subsidi yang tidak berdasarkan harga pasar. Tetapi
permasalahan alokasi subsidi BBM adalah, subsidi yang dialirkan yang se-
mula bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat tidak mampu, da-
lam kenyatannya banyak masyarakat yang mampu sccara ckonomi masih
menikmati subsidi tersebut. Keadaan ini sering kali menimbulkan kecurang-
an dan kejengkelan para konsumen maupun pedagang. Hilangnya jatah mi-
nyak tanah dari peredaran karena ulah para tengkulak yang sengaja membo-
rong dengan mengambil jatah vang bukan haknya, sehingga harga menjadi
naik, kemudian muncul pasar-pasar gelap yang melakukan penjualan secara
ilegal. Tanpa adanya toleransi dan kejujuran dari masyarakat, situasi ini
akan menjadi lebih buruk.

Namun demikian, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar,
seringkali merupakan cara yang tidak efisien untuk memperbaiki distribusi
pendapatan. Samuelson & Nordhaus (1994) menyatakan bahwa bentuk dis-
tribusi pendapatan yang diinginkan akan dapat tercapai secara lebih efisien
melalui penggunaan sistem perpajakan untuk meredistribusikan pendapatan
dari pada melalui intervensi dalam pasar. Selanjutnya dua orang ahli ini. Sa-
muelson & Nordhaus, berpendapat, kalau masyarakat mau selalu mengguna-
kan jumlah pajak redistribusi untuk mempertahankan distribusi pendapatan
yang optimal, maka persaingan bebas bisa diharapkan akan dapat menyele-
satkan masalah. Namun permasalahnya, apakah masyarakat kita sckarang
sudah menjadi pembayar pajak yang baik dan penggunaan pajak yang baik ”
Demikian juga, pemerintah sebagai pelayanan masyarakat dan penarik apa-
kah sudah berfungsi dengan baik?

Sebenarnya Samuelson & Nordhaus (1994) pun berpendapat bahwa
pandangannya itu bersifat amat kontroversial. Dan tidak ada jawaban yang
pasti tentang sampai seberapa jauh intervensi pemerintah dapat dibenarkan.

Stabilisasi harga dengan menyerahkan pada mekanisme pasar, dengan
menggunakan analisis permintaan dan penawaran sebagai basis untuk meng-
analisis berbagai hal penting kadang-kadang juga berdampak negauf bag
masyarakat. Harga suatu jenis barang ditentukan oleh kekuatan permintaan
dan penawaran atas barang yang tersedia dan disepakati oleh pembeli dan
penjual. Inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan (equilibrium pri-
ce). Harga ini akan terus bergerak turun atau naik tergantung pada berubah-
nya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Kenaikan dan barang
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apapun, termasuk valuta asing (valas) di pasar uang, dapat terjadi karena
adanya kenaikan permintaan yang relatif besar dibardingkan kenaikan pena-
waran, atau bisa juga karena turunnya penawaran yang relatif besar diban-
dingkan dengan penurunan permintaan. Situasi inilah yang menyebabkan
harga-harga terus bergerak naik.

PERAN PEMERINTAH DALAM PASAR UANG

Dalam konteks pasar valas, ada beberapa faktor yang memicu me-
ningkatnya permintaan. Pertama, valas karena keperluan impor. Kedua, un-
tuk pembayaran utang luar negeri baik oleh pihak pemerintah maupun peru-
sahaan. Ketiga, adanya investasi perusahaan atau individu ke luar negeri.
Keempat, adanya dorongan berspekulasi untuk menjaga kekayaan seseorang
termasuk depositi di bank, tidak terkoreksi oleh adanya perubahan kurs.
Kelima, masyarakat panik, demam artificial (fol/lowen) dari pasar di luar
negeri (Rachbini, 2001).

Kebalikan dari hukum permintaan, hukum penawaran justru mengata-
kan adanya hubungan positif antara jumlah yang ditawarkan dengan harga
Faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan barang, dalam konteks valas ini
adalah: (1) ekspor, (2) masuknya modal dari luar negeri berupa investasi
langsung, pinjaman, hibah. Jika jumlah valas cukup besar (karena hasil eks-
por) melebihi kebutuhan valas (untuk impor dan membayar utang), maka
neraca pembayaran akan mempunyai cadangan devisa yang dalam hal ini
akan dipegang oleh bank central maupun bank-bank dalam negeri. Cadang-
an devisa inilah yang akan dipakai sebagai alat intervensi di pasar valas un-
tuk menjaga nilai kurs pada tingkat tertentu.

Jumlah cadangan devisa ini sering diukur dengan ukuran berapa lama
cadangan ini mampu dipakai untuk menutup kebutuhan impor (di Indonesia
mencapai rata-rata lima bulan, Rachbini, 2001:7). Tampaknya dengan masih
lesunya perekonomian di Indonesia jumlah cadangan ini tidak cukup besar
untuk menutup lonjakan permintaan. Akibatnya, pemerintah melepaskan ba-
tas intervensi dan membiarkan kurs bergerak sesuai mekanisme pasar, yaitu
sesuai kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Selama pasokan valas
di pasar masih belum mampu memenuhi kebutuhan permintaan dolar. sela-
ma itulah kurs akan terus bergerak naik. Demikian juga apabila permintaan
terhadap dolar menurun maka gerakan terhadap kurs juga akan menurun.
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PERAN PEMERINTAH DALAM PASAR TENAGA KERJA

Masalah yang cukup serius dihadapi pemerintah saat ini adalah masa-
lah pengangguran. Jumlah pengangguran dalam berbagai jenisnya diperkira-
kan berkisar 40 juta orang, sedangkan yang betul-betul tidak bekerja (open
unemployment) berkisar 10,8 juta. Pertambahan angkatan kerja (labor force)
setiap tahunnya berkisar 2,5 juta jiwa (Arief, 2004), Daya serap pasar tenaga
kerja yang kecil ini, disebabkan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 4 per-
sen.

Faktor-faktor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi atau kenaikan
GDP riil adalah: (1) Kenaikan penawaran tenaga kerja, (2) Kenaikan modal
fisik atau SDM, atau (3) Kenaikan produktivitas (jumlah produk vang dipro-
duksi oleh masing-masing unit modal atau tenaga kerja).

Kenaikan Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran
(output) lebih banyak, tetapi jika stok modal tetap sementara tenaga kerja
naik, maka tenaga kerja baru cenderung kurang produktif dibandingkan te-
naga kerja lama. Penurunan produktifitas ini disebut dengan diminshing re-
trun atau hasil yang menurun. Hasil (per unit masukan) yang berkurang da-
pat juga terjadi jika stok modal bertumbuh lebih lamban dari angkatan kerja.
Sepanjang perekonomian dan stok modal berkembang cukup pesat, tenaga
kerja yang baru masuk tidak akan menggusur tenaga kerja yang lain.

Kenaikan Modal Fisik dan Modal SDM

Kenaikan stok modal fisik dapat juga menaikkan keluaran, walaupun
tidak disertai oleh kenaikan modal tenaga kerja. Modal fisik menaikkan baik
produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang
bemilai (Case & Fair, 2002). Sementara itu keadaan kelesuan ekonomi di
Indonesia yang semakin pulih hal ini dilihat dari prediksi Bank Indonesia
(dalam Tuhardjo, 2004:7) bahwa perkembangan berbagai indikator ckonomi
makro yang relatif stabil dalam tahun 2003 diperkirakan akan terus berlanjut
pada 2004. situasi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil dan cukup
kondusif, juga akan memperbaiki kinerja ekonomi. Perkembangan yang
membaik tersebut telah mendorong semakin pulihnya kepercayaan masyara-
kat termasuk investor baik domestik maupun internasional terhadap prospek
ckonomi Indonesia. Dengan adanya investasi masuk vang semakin baik
akan mengakibatkan bertambahnya perusahaan/pabrik dibangun, sehingga
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dapat menyerap tenaga kerja yang identik dengan mengatasi pengangguran.
Investasi swasta telah menjadi suatu kebutuhan utama untuk menyerap tena-
ga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan merupakan pendorong
akselerasi pemulihan ekonomi di masa ;

Di satu pihak modal tenaga kerja (SDM) kita harus diperbaiki kuali-
tasnya dengan berbagai cara, antara lain dengan melalui pendidikan, pelatih-
an, program perbaikan kesehatan dan sebagainya, Semuanya itu dilakukan
dalam rangka untuk memperbaiki produktivitas.

Kenaikan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi Juga dapat dijelaskan dengan adanya kenaikan
produktivitas masukan, yaitu setiap unit masukan tertentu memproduksi ba-
nyak keluaran. Sedangkan produktivitas tenaga kerja adalah keluaran per
jam tenaga kerja atau jumlah keluaran yang diproduksi oleh tenaga kerja
atau jumlah keluaran yang diproduksi oleh tenaga kerja di Indonesia, banyak
peran pemerintah dalam bentuk-bentuk kebijakan seperti diterapkannya pe-
raturan K3 (Keamanan dan Kesehatan Kerja) yang mewajibkan perusahaan-
perusahaan melindungi tenaga kerja dengan lebih baik atas kecelakaan dan
masalah kesehatan, AMDAL Jjuga merupakan kewajiban yang harus ditaati
oleh perusahaan/pabrik untuk mengatur mutu limbah industri agar selain ti-
dak merusak kesehatan tenaga kerja juga tidak merusak lingkungan industri,
Bentuk peran pemerintah yang lain adalah penetapan upah minimum dan
Jaminan sosial.

Mengenai sistem pengupahan pada dasarnya mengandung tiga prinsip:
(1) pemberian imbalan atas nilai pekerjaan, (2) penyediaan insentif. dan (3)
Jaminan kebutuhan hidup buruh (Simanjuntak, 1982). Selanjutnya Siman-

hidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Fungsi ekonomis berarti
upah yang diterima oleh setiap buruh harus cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan hidup minimumnya supaya produktivitas kerjanya dapat ditingkatkan.
Schubungan dengan pendapat atas maka konsekuensinya adalah perlunya
penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM)
pekerja, seperti contoh di bawah ini.
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Tabel di bawah hanya sebagai gambaran perbandingan antara upah
minimum dan KHM. Temyata upah minimum pada semua propinsi pada
waktu itu masih jauh lebih rendah dari KHM kecuali untuk sektor perkayuan
di Kalsel dan sektor pertambangan minyak dan gas di Kaltim. Perbedaan
tersebut akan lebih besar terhadap buruh yang bekerja tidak dibayar berda-
sarkan 30 hari kerja (tabel di atas dianggap tiap orang dibayar 30 hari kerja
per bulan). Ini menandakan cita-cita kehidupan yang layak bagi pekerja dan
keluarganya belum sepenuhnya terjamin pelaksanaannya melalui pengupah-
an tersebut. Kritik tentang penerapan upah minimum biasanya datang dari
para pengusaha. Dengan alasan yang sama para ahli ekonomi juga tidak se-
pendapat dengan gagasan upah minimun ini. Mereka cenderung untuk
menganjurkan supaya upah diserahkan pada mekanisme pasar atau upah mi-
nimum ditekan serendah mungkin. (Simanjuntak, 1982). Selanjutnya Siman-
juntak berpendapat bahwa implikasi ditetapkannya UMR untuk negara yang
kaya penduduk seperti Indonesia akan mengakibatkan bertambahnya peng-
angguran. Dengan adanya UMR, terdapat sebagian pekerja yang memper-
oleh upah yang lebih besar dibandingkan kinerja yang dihasilkan, ini meru-
gikan pemilik perusahaan, sementara biaya produksi semakin bertambah.

Tabel 1 _ Perbandingan upah minimum dan KHM (Rp)

Upah Upah KHM
Decrah (Falun, Sekior) 1 Per Hari | Per Bulan | Per Orang Per Bulan
Sumatera Utara (1980) 540 16.200 27714
Riau (1980, bangunan) 750 22.500 40,122
Jumbi (1981, perkayuan) 1.200 36.070 28.532
Sumsel (1980, percetakan) 1.000 30.000 30.222
Lampung (1980, panglong kayu) 600 18.000 29.630
DKI Jaya (1980) 600 18.000 29,355
Jabar (1980, tekstil) 675 20.250 27.780
Jateng (1981) 325 9.750 24.532
Bali (1981) 650 19.500 30 956
NTB (1980, Instalatur) 700 21.000 23.580
NTT (1981) 500 15.000 35.160
Kalsel (1981, penebangan kayu) 1.250 37.500 32.980
Kaltim (1981, minyak) 1.350 40.500 34 831
Sulut (1981, perak, kelapa) 750 22.500 27.123

Sumber: Simanjuntak, (1982: 24) mengutip dari Depnakertrans

Untuk melangsungkan kehidupan perusahaan biasanya pemilik hanya punya
dua alternatif pemecahan, yaitu memPHK yang berarti menambah pengang-
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guran, dan menaikkan harga jual barang yang diproduksi yang berarti dapat
menimbulkan inflasi dan notabene upah secara riil tidak naik.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas perlunya kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh perusahaan selain kebijakan pemerintah yang
mendukung dalam rangka meningkatkan produktifitas pekerja. Bagaimana
dengan peningkatan produktivitas pegawai negeri dengan sistem gajinya, di-
mana penerimaan gaji tidak disesuaikan dengan prestasi kerjanya?

KESIMPULAN

Antara mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam kebijakan eko-
nomi makro memang bukan tanpa kendala. Peran pemerintah selalu diperlu-
kan apabila situasi dianggap memungkinkan, yaitu pada saat pasar menun-
jukkan kegagalan dalam mengendalikan harga sehingga terjadi “spill over”
yang bisa merugikan masyarakat. Kadang-kadang pemerintah harus meng-
ambil kebijakan untuk intervensi karena memang tidak ada pilihan, sudah
tentu akan membuat kesulitan keuangan negara, apalagi alokasi subsidi ba-
nyak yang tidak tepat sasaran. Tetapi jika harga BBM dinaikkan akan memi-
cu kenaikan inflasi karena harga-harga naik dan meningkatkannya ongkos
produksi. Inflasi juga akan menaikkan suku bunga sehingga belanja atau
konsumsi rumah tangga menjadi menurun. Padahal konsumsi rumah tangga
ini menyumbang banyak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena pengu-
rangan subsidi harus disesuaikan dengan seberapa besar presentase subsidi
BBM yang akan dicabut atau diturunkan jumlahnya dan kemudian meninjau
kembali atau menyempurnakan sistem alokasi dan besamnya subsidi yang
adil dan benar (tepat sasaran). Sebagian pembiayaan subsidi bisa dimanfaat-
kan untuk kebutiuhan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan masyara-
kat.

Untuk meningkatkan cadangan devisa, pemerintah perlu membuat ke-
bijakan yang menunjang perbaikan kinerja ekspor, antara lain dengan diver-
tifikasi produk dan divertifikasi pasar untuk meningkatkan daya saing per-
ekonomian negara. Menurut Zulkiflimansyah (2004), Indonesia telah kehi-
langan daya saing ekonomi. Penyebab utamanya adalah: (1) munculnya ne-
gara-negara lain seperti Vietnam dan Cina sebagai pesaing serius dalam eks-
por produksi tradisional seperti tekstil, garmen, alas kaki (foofwear), dengan
produk yang lebih murah dan berkualitas, (2) ketidakmampuan produksi kita
untuk menekan biaya produksi karena sangat tergantung pada bahan baku
impor dan biaya siluman, (3) ekspor Indonesia hanya tergantung pada hanya



Priono & Rahayu PS, Analisis tentang Mekanisme Pasar dan Peran 9

beberapa komoditas saja (plywood, garmen, tekstil, alas kaki, barang elek-
tronik) yang hanya mampu melakukan penetrasi pada pasar yang terbatas
(AS, Jepang, Singapura), (4) Indonesia tidak memiliki barang modal sehing-
ga peralatan dan mesin sangat tergantung pada kebutuhan impor, (5) tidak
berhasil melakukan pendalaman teknologi kearah teknologi menengah dan
tinggi dalam produk-produk yang kita impor, (6) budaya perakitan (assem-
bly production).

Dari permasalahan di atas, agar Indonesia dapat meningkatkan daya
saing ckonomi, perlu ditempuh cara-cara: ( 1) menyediakan produk vang
berkualitas dan menerapkan budaya kualitas/mutu, (2) mulai mengurangi
ketergantungan akan kebutuhan bahan baku impor dengan berusaha meman-
faatkan dan menggali bahan baku alam dan daerah di Indonesia untuk meng-
hasilkan produk-produk yang bisa bersaing di pasaran, (3) perlu diversifi-
kasi pasar dan produk dengan menjalin hubungan dagang dengan negara-ne-
gara lain, (4) menggalakkan kegiatan penelitian dan pengembangan produk
berteknologi menengah dan tinggi, (5) mengurangi dan menghilangkan bu-
daya perakitan.

Untuk pasar tenaga kerja, Indonesia perlu meningkatkan kualitas
SDM yang merupakan sumber produksi rumah tangga dan perusahaan,
dengan melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat un-
tuk meningkatkan produktifitas kerja. Berdasarkan sumber dari Litbang Dik-
nas, hasil studi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, data dari tahun 1983 sampai dengan 2002, untuk se-
mua propinsi di Indonesia diperoleh hasil kontribusi terbesar terhadap per-
tumbuhan ekonomi adalah pendidikan rata-rata tenaga kerja (20%)terbesar
kedua diperoleh dari pertumbuhan rata-rata pendidikan penduduk (19%), ke-
tiga, diperoleh dari pertumbuhan investasi modal fisik per tenaga kerja
(4%), sisanya 30% berdasarkan berbagai faktor lain yang berpengaruh terha-
dap pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan ke-
majuan teknologi (Ghozali, 2004). Selain peningkatan kualitas SDm, juga
perlunya penerapan secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap per-
aturan pemerintah yang menyangkut AMDAL dan K3. Kemudian yang ter-
akhir perlu penyempurnaan penetapan standar UMR yang adil dan mense-
Jahterahkan masyarakat pekerja.

Tentang masalah kebijakan UMR, alternatif lain yang bisa ditempuh
pihak perusahaan adalah melakukan subsidi silang dengan jalan memperke-
cil perbedaan upah minimum dan upah maksimum, dengan demikian yang
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berpenghasilan tinggi mensubsidi yang berpernghasilan rendah. Atau dalam
bentuk pinjaman kepada pemerintah untuk melakukan program peningkatan
produktifitas pekerja. Semnatara dengan berjalannya program tersebut, pro-
duktifitas diharapkan terus meningkat, disisi lain UMR tetap dijalankan. Se-
iring dengan berjalannya waktu, hasil peningkatakn produktifitas pekerja su-
dah bisa menutup biaya program yang diperoleh dari pinjaman, Akhirnya
kesimpulan adalah penetapan UMR hendaknya didasarkan dan disesuaikan
dengan KHM agar para pekerja bisa menikmatinya dan meningkatkan kuali-
tas hidupnya sehingga produktifitas kerja bisa meningkat.
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